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ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 di 

Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena yaitu adanya 

indikasi ketidak patuhan oleh pihak industri terhadap pengelolaan lingkungan terutama air 

limbah serta kesesuaian peran implementor yaitu Dinas Lingkungan Hidup selaku pengawas 

dari pengelolaan air limbah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2022 dan diukur melalui variabel insentif dan sanksi, pemantauan, sumber daya, otonomi, 

informasi, serta perilaku dan nilai. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan 

data sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teori R.Kent 

Weaver. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak industri selaku Stakeholder pada 

pengelolaan pengendalian dan pencemaran kualitas air di kabupaten Ogan Ilir memiliki 

tingkat kepatuhan yang rendah yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) Tidak 

diberlakukannya insentif serta beban sanksi yang kurang; 2) Kurangnya sumberdaya 

manusia, finansial, serta fasilitas yang disediakan baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Ogan Ilir maupun pihak Industri; 3) Kurangnya otonomi sakeholder untuk 

mengambil keputusan terhadap pengelolaan air limbah 4) Kurangnya informasi yang 

tersampaikan kepada teknisi pengelolaan air limbah; 5) Implementor yang kurang 

menunjukan perilaku tegas pada penegakkan hukum untuk meningkatkan nilai-nilai 

kepatuhan. Saran yang menjadi rekomendasi masukan pada penelitian ini, yakni menerapkan 

konsep Collaborative Governance dimana dalam proses implementasi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Ogan Ilir bekerja sama dengan seluruh target sasaran kebijakan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, mengadakan pelatihan berupa 

bimbingan teknis kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan pihak industri secara 

berkala, membentuk model sosialisasi yang massif dan efektif melalui pertemuan zoom 

meeting maupun secara langsung.  

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tingkat Kepatuhan, Pengelolaan Air Limbah 
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ABSTRACT 
 

This research discusses about Stakeholder Compliance Analysis in Water Quality 

Management and Water Pollution Control Based on Government Regulation No. 22 of 2021 

in Ogan Ilir Regency. This research is motivated by various phenomena, namely indications 

of non-compliance by the industry towards environmental management, especially 

wastewater, and the suitability of the role of the implementor, namely the Environmental 

Service as the supervisor of wastewater management which is based on Government 

Regulation No. 22 of 2022 and is measured through incentives and sanctions variables. , 

monitoring, resources, autonomy, information, and behavior and values. This type of 

research is descriptive using qualitative research methods. The data types are primary and 

secondary, while data collection techniques are carried out through observation, interviews, 

documentation, and literature study. This study uses the theory of R. Kent Weaver. The 

results of this study indicate that the industry as a Stakeholder in the management of water 

quality control and pollution in the Ogan Ilir district has a low level of compliance due to 

several things, namely: 1) No incentives are applied and the burden of sanctions is less; 2) 

Lack of human, financial, and facilities provided by the Department of the Environment and 

Land of Ogan Ilir and the Industry; 3) Lack of stakeholder autonomy to make decisions on 

wastewater management 4) Lack of information conveyed to wastewater treatment 

technicians; 5) Implementors who do not show healthy behavior in law enforcement to 

increase compliance values. Suggestions that become recommendations for input in this 

research, applying the concept of Collaborative Governance where in the process of 

implementing the Department of Environment and Land Ogan Ilir cooperate with all policy 

targets, increase the quantity and quality of human resources, conducts training in the form 

of technical guidance to Environmental Supervisory Officials. Life and industry regularly, 

form a massive and effective socialization model through zoom meetings or in person. 

Keywords : policy implementation, level of compliance, management of waste water 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa 

stakeholder yang terlibat sebagai salah satu pelaku usaha yang menghasilkan air 

limbah yang dihasilkan dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non B3 

melalui suatu proses produksi industri yang dapat menyebabkan dampak kerusakan 

ekosistem lingkungan baik daratan maupun perairan sehingga merugikan 

masyarakat. Maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah 

industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu 

meminimalisir limbah buangan atau dumping (buangan) dengan upaya 

pengendalian pencemaran air limbah industri melalui proses Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL). 

Dalam era industrialisasi ini muncul berbagai limbah yang pada akhirnya 

akan masuk ke dalam lingkungan. Pada dasarnya sangat sulit untuk 

menghilangkan limbah, sehingga jalan yang idealnya yang tempuh adalah 

melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai. Mengingat limbah 

B3 dapat merusak organ tubuh biota air yang hidup di dalamnya dan dapat 

mengakibatkan cacat bawaan pada organisme yang hidup didalamnya yang pada 

akhirnya akan mengganggu kelestarian sumberdaya  alam  yang ada di dalamnya 

dan pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya hasil tangkapan nelayan 

(Klaassen and Amdur, 1986). Berdasarkan hal tersebut maka harus dilakukan 

berbagai upaya untuk meminimalisir jumlah limbah yang berada di sumber 

buangan. Dalam rangka mencapai upaya pengelolaan air limbah buangan yang 
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dihasilkan. 

Limbah B3 dan Non B3, maka semua perusahaan (industri) harus 

menciptakan kebijakan-kebijakan dari semua tingkatan harus memperhatikan 

pengelolaan lingkungan, termasuk ketaatan hukum dan persyaratan tempat 

beroperasinya suatu perusahaan (Salim, 1998). 

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

bahwa dalam kurun waktu 2017-2020 limbah industri di Indonesia mencapai 

11.332,298 ton untuk limbah padat, dan 352.994 ton untuk limbah cair yang mana 

data tersebut disajikan pada gambar berikut: 

Sumber : Diolah oleh Penulis berdasarkan laman website Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Dari Gambar 1 maka dapat dijelaskan bahwa jumlah limbah berdasarkan 

pencemaran pada limbah padat non B3 sebesar 308,743 ton, limbah cair non B3 

sebesar 1,366,944 ton, dan jumlah limbah padat B3 sebesar 11,322,298 ton, 

limbah cair B3 sebesar 352,994 ton, dengan jumlah luas sebaran limbah seluruh 

Indonesia sebesar 4,78,097. 

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 periode tahun 

2016 terdapat 247.837,49 ton (0.003%) limbah B3 yang dimanfaatkan dari 

73.545.067,63 ton jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 295 perusahaan yang 

dipantau baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui metode proper. 

Gambar  1 Data jumlah limbah Industri di Indonesia tahun 2017 – 2020 
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Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase pemanfaatan limbah B3 masih 

sedikit dilakukan baik oleh industri penghasil maupun jasa pemanfaat limbah B3. 

Hal ini disebabkan karena : 

1. Sosialisasi bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum banyak 

diketahui oleh industri-industri penghasil limbah B3; 

2. Panduan teknis bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum lengkap 

diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Pemanfaatan Limbah B3 berisi persyaratan dan ketentuan teknis pemanfaatan 

limbah B3 khusus untuk industri semen dan jasa pengumpul limbah B3 

sebagai platform sebelum limbah B3 diserahkan ke industri semen untuk 

dimanfaatkan. sedangkan panduan teknis untuk bentuk-bentuk pemanfaatan 

limbah B3 lainnya seperti: pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai material 

beton, material jalan, dan sebagai pembenah tanah masih belum tersedia. 

3. Industri yang melakukan pemanfaatan limbah B3 secara termal seperti: 

pemanfaatan sludge IPAL sebagai substitusi bahan bakar di boiler, pemanfaatan 

oil sludge sebagai bahan bakar di industri kapur, dan pemanfaatan limbah B3 di 

kiln semen belum dilengkapi dengan parameter dan baku mutu emisi yang 

spesifik untuk kegiatan tersebut. Selama ini parameter dan baku mutu masih 

menggunakan ketentuan sebagaimana Keputuan Kepala Bapedal Nomor: 

KepKaBapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan 

Limbah B3 sehingga terdapat beberapa parameter yang tidak dapat dicapai 

dalam pemenuhan baku mutunya. 

4. Industri yang melakukan pemanfaatan abu batubara sebagai substitusi bahan 

baku dalam pembuatan batako belum dilakukan secara maksimal. Beberapa 
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hasil penilaian kinerja terhadap industri-industri ini, pemanfaatan limbah B3 

hanya mencapai maksimal 10% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan 

sehingga masih terdapat potensi pembuangan abu batubara secara langsung ke 

lingkungan. Pencapaian tersebut antara lain dipegaruhi oleh adanya 

penghematan/pengurangan anggaran sehingga mengurangi kegiatan 

pemantauan ke perusahaan penghasil dan pengelola limbah B3 (jasa pengelola). 

Jumlah industri yang dipantau turun cukup siginikan, dari target 400 perusahaan 

namun realisasinya hanya 262 perusahaan atau 65,5% dari target yang telah 

ditetapkan. 

Pemakaian air rata-rata rumah tangga perkotaan di Indonesia sebesar 144 

liter/orang perharinya, sementara kebutuhan pokok minimal Indonesia yaitu 70 

liter/orang/hari (Ditjen Cipta Karya, 2016). Volume air bersih yang disalurkan 

perusahaan air bersih kepada kelompok sosial (pelaku non usaha) secara umum 

mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 2018 sebesar 14,62 persen (BPS, 

2018). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Sementara itu, secara nasional pada tahun 2015 akses air minum layak rumah 

tangga di Indonesia sebesar 71,14 persen dan terus meningkat secara konsisten 

hingga tahun 2019 menjadi 89,27 persen (BPS, 2019). Meningkatnya kebutuhan 

akan air bersih berdampak pada menurunnya cadangan air. Hal ini karena semakin 

lama, air bersih semakin terbatas jumlahnya. Indonesia diprediksi pada tahun 2025 

sebagai salah satu negara yang akan mengalami krisis air (World Water Forum, 

2000). Beberapa penyebab diantaranya perubahan iklim disertai faktor 

antropogenik seperti pengambilan air secara besar-besaran untuk rumah tangga dan 

industri maupun alih fungsi lahan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI).  
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Keberadaan stakeholder yang dalam hal ini merupakan para pelaku usaha 

yaitu perusahaan-perusahaan yang ada kebanyakan membuang air limbah secara 

langsung  tanpa melihat prosedur yang sudah ditetapkan sejak lama. Menimbulkan 

banyak permasalahan dari kekurangan air bersih, sungai berwarna hitam, bau, 

hingga berujung merusak lingkungan hidup. Melihat keadaan seperti itu, 

pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berusaha untuk melakukan pengawasan, 

melainkan telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan para stakeholder, 

misalnya dengan pengarahan dan sosialisasi bagi stakeholder, diberlakukannya 

dengan mengelola air limbah secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Berikut merupakan data jumlah total perusahaan 

yang tersebar di setiap kecamatan dan telah memiliki izin usaha di kabupaten Ogan 

Ilir Sumatera Selatan : 

Tabel 1 Data Jumlah Instansi Perusahaan yang tersebar di setia Kecamatan 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 

 

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data PPKLH Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Ogan Ilir Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Ogan Ilir pada Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup 

No Kecamatan Jumlah Intansi 

1 Kecamatan Indralaya 20 

2 Kecamatan Indralaya Utara 45 

3 Kecamatan Indralaya Selatan 5 

4 Kecamatan Pemulutan 27 

5 Kecamatan Pemulutan Barat 4 

6 Kecamatan Pemulutan Selatan 2 

7 Kecamatan Lubuk Keliat 5 

8 Kecamatan Tanjung Raja 5 

9 Kecamatan Tanjung Batu 3 

10 Kecamatan Rambang Kuang 11 

11 Kecamatan Rantau Alai 4 

12 Kecamatan Muara Kuang 4 

13 Kecamatan Payaraman 1 

 Total 136 
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per tahun 2021 jumlah total perusahaan yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir 

sebanyak 136  Instansi, yang diantara lain tersebar di kecamatan Indralaya sebanyak 

20 instansi, di kecamatan Indralaya Utara 45 instansi, di kecamatan Indralaya 

Selatan 5 instansi, di kecamatan Pemulutan 27 instansi, di kecamatan Pemulutan 

Barat 4 Instansi, Kecamatan Pemulutan Selatan 2 instansi, Kecamatan Lubuk Keliat 

5 instansi, Kecamatan Tanjung Raja 5 instansi, Kecamatan Tanjung Batu 3 instansi, 

Kecamatan Rambang Kuang 11 instansi , Kecamatan Rantau Alai 4 instansi, 

Kecamatan Muara Kuang 4 instansi, Kecamatan Payaraman 1 instansi. 

Untuk mendukung ketaatan para stakeholder, salah satu bentuk upaya 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan sakeholder adalah melalui aturan 

hukum. Terbukti dari pemerintah mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan utama 

dikeluarkannya peraturan ini adalah sebuah pengawasan dan penerapan terhadap 

penegakan hukum lingkungan hidup pada tahap perencanaan suatu badan usaha 

dalam mengelola limbah buangan dan menetapkan pelaksanaan kegiatan 

persetujuan lingkungan dalam perizinan usaha. Dalam PP tersebut dijelaskan 

bahwa untuk upaya perlindungan dan pengelolaan harus meliputi rangkaian proses 

sistematis dan terpadu untuk menjaga mutu air. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan 

persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan 

Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-

UPL. Melalui PP No 22 Tahun 2021, setiap penyusunan Amdal dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Pelibatan masyarakat yang 

terkena dampak langsung dilakukan dengan pengumuman rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan dan konsultasi publik. 

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 
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Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 16 huruf c menyatakan 

bahwa melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air 

limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan 

kewenangannya. Pada aturan ini bertujuan untuk mengontrol atau memantau 

stakeholder agar membuang air limbah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Selain itu di sebutkan dalam PP No 22 Tahun 2021 pada pasal 42 bahwa jangka 

waktu penyelesaian Dokumen Amdal pada kategori perusahaan tingkat A selama 

180 hari, kategori B selama 140 hari dan kategori C selama 60 hari. Namun, fakta 

yang ditemukan bahwa semenjak peraturan ini diterapkan, dokumen RKL/RPL 

yang dilaporkan hanya pada jangka waktu Januari hingga Juni 2021, sedangkan 

dokumen yang selanjutnya di laporkan perusahaan pada jangka waktu juli hingga 

desember belum ada.  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 136 perusahaan yang memiliki 

izin lingkungan berusaha yang tercatat telah melaporan hasil pemantauannya 

melalui dokumen Laporan UKL/UPL hanya sejumlah 37 perusahaan saja, selain itu 

dari jadwal diatas, bahwa pada tahun 2019 periode januari – juni terdapat 25 

perusahaan, periode juli – desember 19 perusahaan, pada tahun 2020 periode 

januari – juni terdapat 31 perusahaan, periode juli – desember terdapat 27 

perusahaan, pada tahun 2021 periode januari – juni terdapat 25 perusahaan, 

sedangkan periode juli – desember belum ada sama sekali perusahaan yang 

memberikan laporan. Hal ini mengindikasikan bahwa para stakeholder tersebut 

tidak rutin dalam melakukan pemantauan atau melaporkan hasil pemantauan 

tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Ogan Ilir. 

Pada proses Implementasinya, PP No.22 Tahun 2021 ini tidak sepenuhnya 
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berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan 

stakeholder terhadap ketepatan waktu pemberian laporan maupun keseuaian format 

laporan. Padahal Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 

merupakan upaya untuk memandu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para 

pemangku kepentingan guna mengarah pada pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan di dalam kebijakan. Artinya, Implementasi Kebijakan akan mampu 

mendekatkan antara kebijakan dengan tujuannya jika para Pemangku Kepentingan 

menunjukkan tindakan yang patuh terhadap sasaran yang telah digariskan di dalam 

kebijakan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepada Bidang 

Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Ibu Rozana Fawaty, 

berikut keterangannya : 

“Pengawasan selalu rutin, dari tim penguji kelayakan izin usaha yang berasal 

dari Tim DLH itu melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali, kemarin juga 

pada bulan Oktober kita ke salah satu perusahaan kita ngecek IPAL nya 

gimana, sudah sejauh mana mereka mengolah dokumen RPL/RKL, namun 

untuk laporan dokumen dari agustus ke desember itu belum keluar, dan nanti 

kami akan ke lapangan untuk menagih laporan ini. dari pedoman pelaksanaan 

pengelolaan IPAL hanya beberapa stakeholder saja yang memperhatikan dan 

membaca selebihnya hanya disimpan dan tidak 12 digunakan hal ini tidak 

hanya pada pelaku usaha, namun juga pada instansi-instansi kesehatan seperti 

puskesmas di kawasan Ogan Ilir” 

 

Hasil wawancara diatas terdapat fakta bahwa pengawasan pengelolaan air 

limbah dilaksanakan belum sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan, bahkan 

pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan indeks kualitas air tidak 

diterapkan sebagaimana mestinya di beberapa perusahaan ada yang hanya disimpan 

dan tidak dipelajari dengan baik, hal ini yang akhirnya berimplikasi pula pada 

beberapa pembuatan format laporan yang tidak seragam atau tidak sama dengan 

yang seharusnya di buat dalam pedoman. Temuan ini tentu saja tidak seiring dengan 

teori yang dikemukakan oleh Weaver yang mana kepatuhan (compliance) 

merupakan salah satu pendekatan dalam kajian Implementasi. Sebuah kebijakan 
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pemerintah terdapat enam sumber yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu : 

insentif dan sanksi (incentives and sanctions), pemantauan (monitoring), sumber 

daya (resources), masalah otonomi (autonomy problems) masalah informasi 

(information problems), dan perilaku dan nilai (attitudes and beliefs). 

Hal ini merupakan kejadian yang seharusnya tim pengawas kelayakan 

lingkungan usaha yang mana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan memberikan sanksi pada stakeholder yang sesuai dengan PP No.22 

Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 99 yang menyatakan : (1) Sanksi Administratif adalah 

perangkat saran hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban / 

perintah dan / atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan 

kepada penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan 

terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha 

atau Persetujuan Pemerintahan. Fakta yang terjadi sanksi yang diberikan 

stakeholder hanya berupa teguran padalah kebijakan Pemantauan dan sanksi yang 

diberikan seharunya dapat menjadi tolak ukur seberapa tingkat kepatuhan mereka 

terhadap aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 sehingga dapat diukur seberapa besar potensi untuk menghambat 

implementasi undang-undang tersebut. 

Penerapan PP No 22 Tahun 2021 ini diharapkan menjadi solusi atas 

permasalahan pengelolaan dan pencemaran air pada kawasan Kabupaten Ogan Ilir 

yang ditumbulkan akibat dari ketidak sesuaian pelaporan pengelolaan air limbah 

perusahaan, juga permasalahan jumlah perusahaan yang memberikan laporan tidak 

sesuai dengan data perusahaan yang ada. Selain itu PP ini juga dimaksudkan 

sebagai alat penertiban bagi perusahaan-perusahaan untuk taat dalam rangkaian 
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upaya penanganan dampak dan pemantauan komponen terhadap lingkungan hidup 

yang ditimbulkan atau terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan yang 

dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat dalam 

perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Dengan pertimbangan hal tersebut maka kepatuhan terhadap pelaksanaan PP ini 

merupakan hal yang penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini 

mencapai tujuannya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana tingkat kepatuhan stakeholder 

dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdasarkan PP No 

22 Tahun 2021 di kabupaten Ogan Ilir?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan 

stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Ilir. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat menambah pemahaman 

pengetahuan peneliti serta dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya 

dan menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu 

Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik.  
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2. Manfaat Praktis 

Mampu menjadi bahan masukan saran dan pemikiran bagi pihak-pihak 

atau instansi yang terkait dalam menganalisis tingkat kepatuhan stakeholder dalam 

pengelolaan dan pengendalian pencemaran kualitas air khusunya di Kabupaten 

Ogan Ilir. 
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